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Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 beserta penjelasannya;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian
dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian
Pertanian

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan
2023;

7. Peraturan Menteri Pertanian 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (Material Transfer Agreement)

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

9. Renstra BBPSI Biogen 2023-2024;

1. Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur
2. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Proses Utama BIO 01
2. Proses Pendukung (BIO 02)
3. Proses Manajemen (BIO 04, BIO 05, dan BIO 06)

. Renstra BBPSI Biogen 2023-2024

. Renja BBPSI Biogen tahun berjalan

. DIPA dan POK BBPSI Biogen tahun berjalan
. Proposal Kegiatan

. Komputer dan printer

. Jaringan internet

. ATK

~N o o0 WON R

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

1. Laporan kemajuan kegiatan
2. Laporan monev pengelolaan SDG




